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ABSTRAK

(A) Nama : Werner Wada Betu, NIM: 217222010

(B) Judul Tesis : Hak Negara Dalam Menempatkan Satelit Pada Geo

Stationary  Orbit (GSO) Sebagai Sumber Daya

Alam Terbatas

(C) Halaman : X + 154 + 6 daftar pustaka + lampiran: 2024

(D) Kata Kunci : GSO, SDA, HAK, NEGARA

(E) Isi :

GSO merupakan SDA yang langka dimana kepentingan dan nilainya

meningkat dengan cepat seiring dengan perkembangan teknologi ruang

angkasa dan dengan meningkatnya kebutuhan komunikasi. Negara

Indonesia mempunyai hak untuk menempatkan satelit pada GSO dengan

tetap berpedoman pada prinsip-prinsip serta harus memperhatikan

kepentingan negara lain. Dengan mengesahkan Treaty 1967 Negara

Indonesia meletakan dasar dan landasan sumber hukum internasional

sebagai hukum nasional yang mengikat. Treaty 1967 dan  Pasal 33 ayat

2 ITC 1982 mengatur mengenai GSO sebagai SDA yang  terbatas

sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bersama-sama untuk

kemakmuran dan kepentingan semua bangsa. Hingga saat ini Indonesia

belum meratifikasi Deklarasi Bogota sehingga hingga kini kedudukan

Deklarasi Bogota tidak berlaku dalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia.



ABSTRACT

(A) Name : Werner Wada Betu, NIM: 217222010

(B) Title of Thesis : The State's Right to Place Satellites in Geo

Stationary Orbit (GSO) as a Limited Natural

Resource

(C) Page : X + 154 + 6 bibliography + appendix: 2024

(D) Keywords : GSO, SDA, RIGHT , STATE

(E) Konten :

GSO is a scarce natural resource whose importance and value is

increasing rapidly along with the development of space technology and

with the increasing need for communication. Indonesia has the right to

place satellites in GSO while still guided by the principles and must pay

attention to the interests of other countries. By ratifying the 1967 Treaty,

the State of Indonesia laid the foundation and foundation of international

law sources as binding national law.  The 1967 Treaty and Article 33

paragraph 2 of the 1982 ITC regulate GSO as a limited natural resource

that must be utilized as well as possible together for the prosperity and

interests of all nations. Until now, Indonesia has not ratified the Bogota

Declaration so that until now the position of the Bogota Declaration does

not apply in Indonesian legislation.
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